
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI RBMBANG

NOMOR ¢ TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORCENISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIRASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :   a.       bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  5
Perafuran  Daerah  Kabupaten  Rembang No
tentang    Pembentu]ran    dan    Sus
Kabupaten  Rembang sebagaimana tel
tera]chir dengan Peraturan Daerah Kabi

5  Tchun  2016
Perandet    Daerah

diubah  beberapa  kali
ten Rembang Nomor 6

Thhun 2021  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kal}upaten     Rembang     Nomor     5     Tahun     2016     tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Peran8hat   Daerah   Kabupaten
Rembang,  Peraturan  Bupati  Rembang Nomor  58  Thhun  2016
tentang  Kedudukan,  Susunan  Onganisasi,  Tugas  dan  Fungsi
serta Tata Kelja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Rembang, perlu diganti;                                                    ~~

b.     bahwa berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi  Bilckrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaari  Struktur OrgarLisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birohasi, perlu menyesuaikan stru]rfur
orgrnisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fulngsi serta Tata
Keria Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;

MenSngat      :   1.      Undang-Undang  Nomor  13  Tchun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Provinsi  Djawa
Ten8ah;

2.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  6,   Talnbahan   Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5494) ;

3.     Undang-Undang Nomor 23  Thhun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Talun   2014



Nomor  244,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana telah beberapa hall diuhah tera]chir
dengan Undang-Undang Nomor  11  Tchun  2020  tentang Cipta
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2020 Nomor
245,  Tambahan  Ilembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6573);

4,     Peraturan Pemerintah Nomor 18 Thhun 2016 tentang Perangkat
Daerah   (Ijembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2016
Nomor  114,  Tambahan  liembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5887)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan   Pemerintahan    Nomor    18   Tahun   2016    tentang
Perangkat Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019   Nomor    187,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6402) ;

5.     Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun
2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Bidang
Komunikasi dan lnformatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tchun 2019 Nomor 1308);

6.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
RIasifikasi,      Kodefikasi      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Fchhangunan  dari  Keuangan  Dacrah  q3erita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7.     Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Refomiasi     Birokrasi     Nomor     25     Talun     2021     tentang
Fchyederhanaan Strurfur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk   Penyederhanaan   Birohasi   Perita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8.     Perafuran  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Thhun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Peran8hat    Daerah
Kabupaten  Rembang  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang
Tahun 2016 Nomor 5, Talnbahan Ijembarari Daerah Kabupaten
Rembang Tchun  2016  Nomor  128)  sebagaimana  telah  diubah
terhahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
Talun 2021  tentang Penibahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten     Rembang     Nomor     5     Tahun     2016     tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Peran9kat   Daerah   Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah  Kabupaten Rembang Talun 2021
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang
Nomor 157);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Thhun 2017 tentang Tata
Cara  Pembentukan  Peraturan  Bupati  dan  Keputusan  Bupati
(Berita  Daerah  Kabupaten  Rembang  Thhun  2017  Nomor  28)
sehagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Bupati Rembang
Nomor 2 Tahun 202 1 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang    Nomor    28    Talun    2017    tentang    Tata    Cara
Pembentuhan  Pelaturan  Bupati dan  Keputusan  Bupati Gerita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2) ;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN    BUPATI    TENTANG    KEDUDUKAN,    SUSUNAN
ORGANISASI,   TUGAS   DAN   FUNGSI   SERTA   TATA   KERJA
DINAS      KOM UNIKASI      DAN      INFORMATIKA     KABUPATEN
REMBANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur
penyelenggara    Pemerintahan     Daerah    yang    memimpin
pelaksanaan      urusan      pemerintahan      yang      menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Rembang.

4.     Sekretaris   Daerah   adalah   Sekretaris   Daerah   Kabupaten
Rembang.

5.     Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Rembang.

6.     Kepala    Dinas    adalah    Kepala    Dinas    Komunikasi    dan
lnformatika Kabupaten Rembang.

7.     Jabatan  Fungsional adalah  sekelompok jabatan yang berisi
fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8.     Kelompok  Jabatan  Fungsional  adalah  kumpulan  jabatan
fungsional  yang  terdiri  dari   sejumlah  tenaga  ahli  dalam
jenjang  jabatan   fungsional  yang   terbagi   dalam   berbagai
kelompok sesuai keahliannya.

BAB 11

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)    Dinas    Komunikasi   dan    Informatika   merupakan    unsur
pelaksana  urusan  pemerintahan  bidang  Komunikasi  dan
lnformatika, bidarig statistik dan bidang persandian.

(2)    Dinas  Komunikasi  dan  Inforlnatika  dipimpin  oleh  Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3

( 1)    Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
a.   Kepala Dinas;
b.  Sekretariat, terdiri dari:

1)     Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
2)     Subbagian umum dan Kepegawaian.

c.   Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d.  Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika;
e.   Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:

1)      Seksi statistik; dan
2)     Seksi persandian;

f.    Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)      Sekretariat  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dipimpin  oleh
Sekretaris yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada
Kepala Dinas.

(3)      Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e,
dipimpin    oleh    Kepala    Bidang   yang    berkedudukan    di    bawah    dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4)      Subbagian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b,  dipimpin  oleh
Kepala  Subbagian  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

(5)      Seksi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf e,  dipimpin  oleh  Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidan8.

(6)      Kelompok Jabatan FLingsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau
Kepala Bidang masing-masing.

(7)      Bagan     Susunan     Organisasi     Dinas     Komunikasi     dan     lnfromatika
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Ill

TUGAS DAN F`UNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  mempunyai  tugas  membantu  Bupati  dalam
melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  komunikasi  dan  informatika,  bidang
statistik  dan   bidang  percandian  yang  menjadi  kewenangan   daerah   dan  tugas
pembantuan yang difugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam  melaksanakan   tugas   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   4,   Dinas
Komunikasi dan lnformatika menyelenggarakan fungsi :
a.   perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan  informatika,  bidang

statistik dan bidang persandian;



b.   pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika,
bidang statistik dan bidang persandian;

c.   pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang persandian ;

d.   pembinaan    teknis   penyelenggaraan   funsi-fungsi   penunjang   di   bidang
komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

e.   pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
f.    pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Seketariat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan  perumusan  konsep  dan  kebijakan,  pengoordinasian,  pemantauan,
evaluasi dan pelaporan meHputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan,     pembinaan     ketatausahaan,     kearsipan,     kerumahtanggaan,
kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di in8kungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6,  Sekretariat
Dinas menyelenggarakan fungsi:
a.   pengoordinasian  penyusunan  rencana  dan  prograln  kerja  di  lin8kungan

Dinas;
b.   pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi yang  meliputi  program,

keu angan ,        hu bu ngan        masyarakat ,        ketatau sahaan ,        kearsipan ,
kerumahtanggaan,  kepegawaian  dan  pelayanan  administrasi  di  lingkungan
Dinas;

c.   pengoordinasian,  pembinaan  dan  penataan  organisasi  dan  tata  laksana  di
lingkungan Dinas;

d.   pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
e.   pengoordinasian pelaksanaan  sistem pengendalian intern pemerintah  (SPIP)

dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f.    penyelenggaraan     pengelolaan     barang     milik/kekayaan     daerah     dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
9.   pelaksanaan   monitoring,   evaluasi  dan   pelaporan   sesuai  dengan   lingkup

tugasnya; dan
h.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Perencanan dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat ( 1) huruf b
angka 1) mempunyal tugas melaksanakan:
a.   penyiapan  bahan perumusan bidang perencanaan dan  program  keria serta

pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
b.   pengoordinasian  bidang  perencanaan  dan  program  kelja  serta  pengelolaan

keuangan di lingkungan Dinas;
c.   pelaksanaan   dan   pemantauan   perencanaan   dan   program   kelja   serta

pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
d.   evaluasi  dan  pelaporan  perencanaan  dan  program  kerja  serta  pengelolaan

keuangan di lingkungan Dinas; dan
e.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)



huruf b an8ka 2) mempunyai tugas melaksanakan:
a.   penyiapan  bahan  perumusan  pembinaan  ketatausahaan,  produk  hukum,

kehumasan,     keorganisasian    dan    ketatalaksanaan,     kerumahtanggaan,
kearsipan, kepegawaian, barang rnilik daerah dan pelayanan administrasi di
Lingkungan ±s;

b.   pengoordinasian  pembinaan  ketatausahaan,   produk  hukum,   kehumasan,
keorganisasian     dan     ketatalaksanaan,     kerumahtanggaan,     kearsipan,
kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan
Dinas;

c.   pelaksanaan  dan  pemantauan  pembinaan  ketatausahaan,  produk  hukum,
kehumasan,     keorganisasian    dan    ketatalaksanaan,     kerumahtanggaan,
kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas;

d.   evaluasi    dan    pelaporan    pembinaan    ketatausahaan,    produk    hukum,
kehumasan,    keorganisasian    dan    ketatalaksanaan,     kerumahtanggaan,
kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas; dan

e.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 10

( 1)    Bidang  Pengelolaan  lnforlnasi  dan  Komunikasi  Publik  sebagaimana  dinaksud
dalam   Pasal   3    ayat   (1)    huruf   c   dipimpin   olch   Kepala   Bidang   yang
berkedudukan/memiliki   peran   sebagal   koordinator   dalam   penyelenggaraan
fungsinya;

(2)    Bidang  Pengelolaan  lnforrmsi  dan  Komunikasi  Publik  sebagaimana  dinaksud
dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  mempunyai  tugas  perumusan  konsep  dan
pelaksanaan kehijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
bidang pengelolaan inforrmsi dan komunikasi publik yang terdiri dari pengelolaan
informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 1 1

Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   10,   Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:
a.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi
publik;

b.   pengelolaan  dan  penyelenggaraan  kegiatan  bidang  pengelolaan  informasi
publik dan pengelolaan komunikasi publik;

c.   pengkoordinasian     dan     pengendalian     pelaksanaan     kegiatan     bidang
pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan

d.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1)    Dalam    menyelenggarakan    fungsinya,    Bidang    Pengelolaan    Infomiasi    dan
Komunikasi   Publik,   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   11   dibad  dalam
kelompok fungsi yaitu :
a.   Kelompok F`ungsi Pengelolaan Informasi Publik; dan
b.   Kelompok Fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik.

(2)   Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dikoordinir oleh Sub
Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.



Pasal 13

Sub Koordinator Pengelolaan lriforrmsi Publik sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12
ayat   (1)   hunrf  a  mempunyal  tugas   mela]aikan   penyiapan   bahan   perumusan,
pengpcndinasian, pelakeanaan, pemantauan, evaluasi selta pelaporan meliputi:
a.   monitoring opini dan aspirasi publik;
b.   penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan

komunikasi publik Pemerintah Daerah;
c.   pelayanan infomiasi publik;
d.   penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
e.   pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik

lintas sektoral  lingkup nasional dan daerah; dan
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Sub  Koordinator Pengelolaan  Komunikasi  Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal   12   ayat  (1)   huruf  b   mempunyai  tugas  melakukan   penyiapan   bahan
perumusan,  pengoordinasian,  pelaksanaan,  pemantauan,  evaluasi  serta  pelaporan
meliputi:
a.   perumusan  kebijakan  teknis  bidang  informasi dan komunikasi publik;
b.   penyelenggaraan  hubungan  masyarakat,  media dan kemitraan komunitas
c.   monitoring      informasi      dan      penetapan      agenda  prioritas  komunikasi

pemerintah daerah;
d.   pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
e.   pengelolaan media komunikasi publik;
f.    Iayanan hubungan media;
9.   kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan
h.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika

Pasal 15

( 1 )    Bidang Tata Kelola dan ILayanan Infomiatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3  ayat  (1)  huruf d dipimpin  oleh  Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki
peran sebagai koordinator dalaln penyelenggaraan fungsinya;

(2)    Bidang Tata Kelola dan I.ayanan Informatiha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3  ayat  (1)  hunrf  d  mempunyai  tugas  perumusan  konsep  dan  pelaksanaan
kehijakan,  pengcoldinasian,  pemantauan,  evaluasi selta pelaporan bidang tata
kelola  dan  layanan  informatika  yang  terdiri  dari  tata  kelola  informatika  dan
layanan informatiha.

Pasal 16

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagainana  dinicksud  dalam  Pasal  15,  Bidang Tata
Kelola dan I.ayanan Informatiha, menyelenggarakan fungsi:
a.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika;
b.   pengelolaan  dan  penyelenggaraan  kegiatan  bidang  tata  kelola  informatika

dan layanan informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi dinas;

c.   pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola
informatika dan layanan informatika; dan

d.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Pasal 17

(1)    Dalam    menyelenggarakan    fungsinya,    Bidang   Tata    Kelola    dan    I.ayanan
Informatika,  sebagajmana  dimaksud  dalam  Pasal  16  dibagi  dalam  kelompok
fungsi yaitu:
a. Kelompok F`ungsi Tata Kelola lnformatika; dan
b. Kelompok Fungsi Layanan Informatika.

(2)   Kelompok  fungsi  sebagainana  dinaksud  pada  ayat  (1)  dikcordinir  oleh  Sub
Koordinator  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya  dan  bertanggung jawab  kapada
Kepala Bidang.

Pasal 18

Sub Koordinator Tata Kelofa Infomiasika sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1)    huruf   a    mempunyai    tugas    melakulran    penyiapan    bahan    perumusan,
pengcordinasian, pelal±sanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
a.   penatalaksanaan   dan   pengawasan   e-goLJemmerlt   dalam   penyelenggaraan

pemerintahan daerah;
b.   sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis

elektronik
c.   koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
d.   pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas dan kota cerdas;
e.   pengembangan   dan   pengelolaan   sumber   daya   teknologi   informasi   dan

komunikasi pemerintah daerah;
I.    pengctoheLErn gouem:merit chiof iriformnfion of f icer (gcio);
9.   monitoring,    evaluasi    dan    pelaporan    pengembangan    ekosistem    Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ; dan
h.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Sub Koordinator I-ayanan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1)
huruf b mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengcordinasian,
pelalfsanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan mdiputi:
a.   pendaftaran mama domain pemerintah;
b.   penatalaksanaan  dan  pengawasan  mama  domain  dan  sub  domain  dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
c.   penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
d.   pengelolaan pusat data  pemerintahan daerah;
e.   penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
f.    koordinasi  dan  sinkronisasi  sistem  keamanan informasi;
9.   pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
h.   penyelenggaraan   sistem   penghubung   layanan pemerintah; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 20

Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
e, mempunyai tugas pemmusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengcordinasian,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persrandian yang terdiri dari
statistik dan persandian.



Pasal 2 1

Dalan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Statistik
dan Persandian, menyelenggarakan fungsi:
a.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

kegiatan bidang statistik dan persandian;
b.   pengelolaan  dan  penyelenggaraan  kegiatan  bidang  statistik  dan  persandian

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c.   pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan

persandian; dan
d.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

Seksi  Statistik  sebagrinana  dinaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  e  an8ha  1)
mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan,  pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
a.   koordinasi    dan    sinkronisasi    pengumpulan,    pengolahan,    analisis    dan

diseminasi data statistik sektoral;
b.   peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  pemerintah  daerah  dalam

peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
c.   membangun metadata statistik sektoral;
d.   peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
e.   pengembangan infrastruktur;
f.    penyelenggaraan  otorisasi  statistik  sektoral  di daerah; dan
9.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Seksi Persandian  sebagaimana dimal±sud dalam  Pasal 3  ayat  (1)  huruf e an8ka  2)
mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan,  pengoordinasian,
pelaksanaan , pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
a.   penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi

sandi Pemerintah Daerah;
b.   pelaksanaan  analisis kebutuhan dan  pengelolaan  sumber daya   kealllanan

informasi  Pemerintah Daerah;
c.   pelaksanaan      keamanan      informasi      Pemerintahan   Daerah   Kabupaten

berbasis elektronik dan non elektronik;
d.   penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
e.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fulngsional dilin8lflmgan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat
ditetaphan   menurut   kebutuhan   yang   mempunyai   tugas   untuk   melaksanakan
pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1)    Kelompek   Jabatan   Fungsional terdiri dari  sejum]ah tenaga fungsional yang
terbaal dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Jumlah jabatan fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1),   ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban keria.



(3)    Jenis  dan jenjang jabatan  Fungsional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Pemenuhan    kebutuhan    Jabatan    F\mgsional    dapat    dilakuhan    dengan
pengan9katan  pertama,  pexpindahan,  penyesualan  dan  penyetaraan jabatan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)    Pelcksanaan   penilaian   prestasi   kelja   jabatan   fungsional   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

(1)    Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
mengenai hasfl pelaksanaan urusan   pemerintahan di bidang pendidikan dan
bidang  pemuda  dan  olah  raga  secara  berkala  atau  sewaktu-waktu  sesuai
kebutuhan.

(2)    Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban keq'a, dan
uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas setelah berkoordinasi
dengan BaSan Organisasi Seketariat Daerah.

(3)    Kepala  Dinas  dalam  melaksanakan  tugasnya  menerapkan  prinsip  koordinasi,
integrasi   dan   sinkrohisasi   baik   dalam   hagkungan   Dinas   maupun   dalam
hubungan antar instansi tinghat kabupaten, provinsi maupun pucat.

(4)    Dalam   melaksanakan   tugasnya  setiap   pimpinan   dan   unit  organisasi   dan
kelompok jabatan fungsional pada Dinas wajib meneraphan prinsip kcordinasi,
integrasi dan sin]aronisasi balk dalam linrfungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di linrfungan Dinas serta dengan instansi lain dfluar Dinas
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas masing-masing.

(5)    Sedap  pimpinan  unit  ongariisasi  pada  Dinas  dalam  melaksanakan  tugasnya
menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan
pelapolari sesuai bidang tugasnya masing-masing.

(6)    Setiap  pimpinan  unit organisasi pada Dinas  menerapkan  sistem  pengendalian
intern    pemerintah    di    lin9lstmgan    masing-masing    untuk    mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan ]cheja yang terintegrasi.

(7)    Setiap pimpinan urrit organisasi pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bard pelaksanaan tugas bawahan.

(8)    Setiap  pimpinan  unit  organisrasi  pada  Dinas  mengawasi  pelaksanaan  tugas
bawahannya masing-masing dan apabila teljadi penyimpangan wajib mengalnbfl
lan9kah-1an9kah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(9)    Setiap  pimpinan  unit  organisasi  pada  Dinas  harus  menedkuti  dan  mematuhi
petunjuk    serfa    bertanggung   jawab    pada    atasan    masing-masing    dan
menyampaikan laporari berkala tepat pada walrfunya.



( 10)  Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas wajib mengolah dan menggunakan
laporan yang diterima dari bawahan sebagal bahan petunjuk  untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

( 11}  Dalam menyampaikan faporan keprda atasan, setiap pinpinan satuan organisasi
pada Dinas wajib menyampaikan tembusan  laporan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kelja.

( 12)  Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala
satuan onganisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

( 13)  Sub Kooldinator mengoordinasikan pg.abat fungsional dan/atau pelaksana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok fungsi masing-masing.

(14)  Setiap  bawahan  wajib  mematuhi  petunjuk,  perintah,  dan  bertanggung jawab
kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

(15)  Dalam   melaksanakan   tugas   di   wilayah,   pimpinan   unit   organisasi   wajib
melalflihan koordinasi dengan Camat.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1)    Kepala  Dinas  merupakan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  atau jabatan
struktural eselon II.b.

(2)    Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon
Ill.a.

(3)    Kepala  Bidang merupakan  Jabatan  Administrator  atau jabatan  struktural
eselon Ill.b.

(4)    Kepala  Subbagian  dan  Kepala  Seksi  merupakan  Jabatan  Pengawas  atau
jabatan struktural eselon IV.a.

(5)    Kepala  Dinas,   Sekretaris,  Kepala  Bidang,  Kepala  Subbagian  dan  Kepala
Seksi melakukan penilaian kinelja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)    Sub  Koordinator merupakan  pejabat fungsional ahli yang ditunjuk,  selain
melaksanakan   tugas  jabatan   fungsionalnya,   diberikan   tugas  tambahan
mengoordinasikan   pelaksanaan   tugas   sesuai   kelompok   fungsi   masing-
masin8.

(7)    Dalam   hal   tidak   terdapat   pejabat   fungsional   ahli   yang   sesuai,   Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk pelaksana
untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Pasal 28

(1)    Kepala  Dinas,  Sekretaris,  Kepala  Bidang,  Kepala  Subbagian  dan  Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.



(2)    Sub    Koordinator   diangkat   dan   diberhentikan    oleh    Pejabat   Pembina
Kepegawaian.

(3)    Pejabat  fungsional  diangkat  dan  diberhentikan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)    Sub Koordinator yang berasal dari pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  27  ayat  (7)  wajib  bersedia  dialihkan  ke  jabatan  fungsional  sesual
dengan  peraturan  perundang-undangan  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak
ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dinas Komunikasi dan Informatika tetap
melaksanakan  tugasnya  sampai  dengan  pelantikan  dan/atau  pengukuhan  Pejabat
pada Dinas Komunikasi dan Infonnatika untuk pertama kalinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Kedudukan,  Susurmn  Onganisasi,  Thgas  dan  Fungsi  serta Tata  Kelja yang  diatur
dalam Peraturan Bupati ini berla]ai efelrdf setelah pelantikan dan/atau pengukuhan
Pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pertama kalinya.

Pasal 3 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a.     Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan FLingsi serta Tata Keria Dinas Komunikasi dan Infolmatika
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 58);

b.     Perrfuran  Bupati  Rembang  Nomor  61  Tahun  2019  tentang  Pembahan  atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tchun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelja Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 64) .

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya da]am Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal €0 Dqenber  GLa?I

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
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